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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiratAllah SWT, karena dengan ridho-Nya
jualah Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper "Pengelolaan Sumber Daya Alam
Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya Dalam Hukum
Nasional" berhasil disusun dan diselesaikan.

Adapun Tujuan Dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk menginventarisasi
keberadaan kearifan lokal dalam mengeloa sumber daya alam yang masih berlangsung
mengetahui ketahanan kearifan lokal terhadap pengaruh budaya luar dan intervenii
kebijakan pemerintah, mengetahui singl<ronisasi peratutan perundang-undangan dalam
pengelolaan sumber daya alam dengan keraifan lokal masyarakat adat dalam
pengelolaan sumber daya alam dan merumuskan Poliry Brief vagi pemerintah dalam
pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan yang berbasis pada kearifan lokal
masyarakat adat.

Acara Seminar Nasional dan Call for paper ini diselenggarakan Di STIHPADA pada
tanggal 29-3A Oktober 2019 dan terlaksana berkat dukungan serta kerjasama yang
sangat kooperatif antara Asosiasi Pengajar Hukum Adat IAPHAJ Indonesia dan Sekolah
Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ISTIHPADA) dan segenap instansi terkait lainnya
serta semua peserta dan pemakalah yang turut serta dalam menyukseskan acara ini.

Akhir kata, Kami ucapkan semoga prosiding Seminar Nasional dan Call For paper
"Pengelolaan Sumber Daya AIam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan
Eksistensinya Dalam Hukum Nasional" dapat bermanfaat bagi Kita Semua terkhusus
Masyarakat Indonesia.

Palembang 25 September 2A19
Ketua Panitia,

l, "&. Hi. Fatria Khairo, S.T,P., S.H., M.H,

Hffi
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Abstrak
tanah ulayat untuk kegiatan pertambangan harus menguntungkan

.dat. karena pada kenyataannya berbagai kegiatan pertambangan yang dibuat
,lkan masyarakat adat. Tidak dihormatinya atau tidak ada bentuk perlindungan

t\nt dalam kegiatan pertambangan sehingga menjadi permasalahan huk-um terkait

*:: : Perlindungan Huktim, Tanah Ulayat dan Pei; )x:'
,, \} \I{ULUAN

*atar Belakang
ttr

.ndonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambanui'.$ahan

:" *- :J meliputi, emas. perak, tembaga, minyak dan gas bumi serta baru \ , Cill
- .:=raNegara memiliki kervenangan untuk menglrasai sumher daya alammin,'i I dan\,

r, -,: ::r. sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumidan air dan kekal'aai "t.*
i,

,-: .erkandung didalamnya dikuasai olehnegara dandipergunakan untuk t,'l l3r-

r *-". akemakmuran rakyat 1'

"./'tt

,.- 
^ 
-\ksplorasi kepemilikan hak masyarakat adat di Indonesia.Permasalahan

'* ,.,.\.. --\\ bagaimana bentuk perlindungan tanah ulayat pada kegiatan usaha\ '\
dtr---.n mL\. 'o,{indang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Fertambangan-\

n -. 1 \ t'-- 
^ 

l 1AE rr ! Tr r rr / 6 l innn l'- :.:: Barubara)1 ''solasal 
145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

rl:*:;rn Mineral dh. "''tru.u,p"r1indungan hukum terhadap masyarakat yaifull lLl , u*:311 lYllIIt/I(r.1. Ll4il -\ \IqrarPr/rtrtuurrB4rl IILLI\lltll LgIlI.l,Lt.rP llt4Dy4ldl\.LL Y4rtll

i,ltr*r"i' ,, ang terkena dampaR.-.- ".d langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak

v = ganti rugi yang lala>-._ 
-s-.{at 

kesalahan dalam pengusahaan kegiatan

rr*i{r:a,in sesuai dengan ketentua\--\r, perundang-undangan dan mengajukan

: t-ada pengadilan terhadap kerug\,.,=xbat pengusahaan pertambangan yang
-- -titcORI?P \\ \._

u : :, :.; r rta l) o lq* H u tt
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l)alam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubaratentu :..

dengan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya se:

penggunaan tanah diatasnya, sehingga tidak menutup kemungkinan tt

kepentingan dan keu'enangan antar instansi atau departemen, misalnya terk

pertambangan diberikan oleh pemerintah dalam haliniadalah dibawal

ESDM, sedangkan terkait dengan hakatas tanah diatur di Badan Petana

bahkan bias terjadi benturan dengan hak-hak rakyat serta masyarakat

Dimana pennasalahar: yafig mendasar dalam hukum pertambangan in

pengelolaan pertambangan ini harus dilaksanakan di atas tanah ulayat. I

ulayat secara umum adalah :

Hak persekufuan hukunlmasyarakat desa untuk menggunakan
tanah-tanah yang berada di sekeliling desa mereka, guna unt
kepentingan persekutuan hukum itu, atau untuk kepentingan oran

diluar dari persekuruan hukuny'rnasyarakat desa itu dengan menger
dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat.(Sir
1997: 61)

Eksistensinya masyarakat hukum adat salah satunya ternrang pada

(2) yang berbunyi : "Negara mengakui dan menghorinati kesatuan-kesatu

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesafuan Republik lndones

dalam undang-undang".

Materi muatan pasal 188 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada t

"sepanjang masih hidup" mengamanatkan bahwa negara Indonesia mem

yang pluralis. Yang artinya, konstitusi menganggap hukum adat termasu

perlu drladikan sebagai sumber pedoman tndup berrnasyamkat i

Sehinggadengan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat s':-

seyogyanya pembentukan peraturan perundang-undangan nasionai

terutamayangberkaitandenganpengelolaansumberdayaalamdapatme

adat sebagai sumber dan pertimbangan karena masyarakat hukum adat p

untuk mengakses sumber daya alam'

Dalampengelolaansumberdayaalamn.rineraldanbanrbara.t..

peoggunaao tanah diatasnya sedangkan Sumber Daya Alam miner'

tersebut berada dibawah tanah, jadi perlu diketahui hukufir yang meng

atastanahdanhukumyangmengaturizinperlambangandiatasnyaketika

sumberdayaalammineraldanbatubarayanladadibawahtanahter

seminar Nasiona l: l,e*gelolaan suxther L)ate ALan Berbasis Patltt deuritbn l"oksl Mast'*rakat -4dat Dau Eksistenstn,'a lldlam ]lt
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Tu-iuan Peneiirian

]. Sesuai dengan rumusan penelidan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

E mengetahui beatuk perlindungaa hukum taoah ulayat pada kegiatan usaha

Ci pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

R Pertambangan Mineral dan Batubara

pf Kegunaan Penefftian

f,} 1) Kegunaan Akademis

F Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan

tr" dan dalam hukum pertambangan dalam hubungannya dengan tanah ulayat.

F 4 Kegunaan Praktis

ft- Bagi Pemerintah, hasil penelitiau ini diharapkan sebagai dasar pertimbaagan

fr dan refbrensi dalam peagarnbilan keputusan dm reacaaa aksi dalam hal

memberi perlindungar tanah ulayat pada kegiatan usaha pertanrbangan
trn rneourut Undang-Undang Nornor 4 Tahus 2009 Teatang Pertambangan

fu Mineral dan Batubara
l

l, Metode Peretriti*n

Peaelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis norrnatif .Pendekatan secara

pidis (normatif) terutaana ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis:

a'r.i.i il'i::-- il& mnrr'uLronal:Fengelola*nSunherL)a,aAlanBetbqsisPadeKearifanl.akal:\.{as.vqydkat_4clatl)drtEksisiensiuyoDalumf*ttumNcsion*l



PROSIDING : Call Of PaPer ISB\ '!'fil

perlindungan hukum tanah ulayat pada kegiatan usaha pertarnbangan m-:;n'lilu

Undang Nomor 4 Tahuu 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan B'-'-:ru

karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif I::!- I

digunakan adalah data sekunder

TINJAUAN PUSTAKA

l. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam katnus besar Bahas Indonesia perlindungan berasal dar. *-u

yangmemiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan :*5

Sedangkan Perlindungan berafii konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asii'-- i

Beberapa unsur kata Perlindungan;

i. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihatltarnpak, menjag: I

fi1ef awat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses! cara, perbuatan tempat berlindung. . .

memperlindungi (menj adikan atau menyebabkan berl indung)'

3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk meiindungi'

4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.

5. Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbu;:':

6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.

7. Melindungkan: mernbuat diri terlindungi .

Pengertian hukum adalah unfuk manusia,rnaka pelaksanaa: r

penegakan hukum harus memberikan rrrrarrfaat atau kegunaan bagi mas\'--r

Gultom 2006: i4). Sedangkan perlindungan hukum dalam Bahasa Ing', i

protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechts fis6i:''"-* "

mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perl::-:*::

menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh i-* -r

kepadaperlindunganterhadapkepentingan-kepentingantefienru.

menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam seb:-:

(Harjono, 2008, :357). Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum ad' .' :

yang diberikan clengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan p.:r -'r

untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindunu,: "'

kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat dr','-- ,

berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi. pe1a"'-;

bantuan hukurn. (Soerjono Soekanto, i984: 133)

Seminar Nasional : pengelalaan Su*tber Da1,a AIam Berbasis Pada Kearifar Ltkat l"'{asyarakat Adat Dan Ehsisterusixta Dsl4w im t
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Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta

urr:r-!.-ian terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

,rrruisaikan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau

il,ri: \'ang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan

1, 1ft( -ien, berarli hukum memberikan perlindungan tedradap hak-hak pelanggan dari

illi.r"L:- \'ang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.(Phiiipus M. Hadjon.

r * '1102: 25)

Sedangkan pengertian perlindungal hukum menurut para ahli adalah sebagai

illf-,L,: :

''-f :nurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan

:ensayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan

::i'sebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak

"-ang diberikan oleh hukum.

- l.{enurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi

:rasyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai

:.ngan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

:remungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono.

It)04 : 3)

]'{enurut Muchsin, periindungan hllkum merupakan kegiatan untuk melindungi

rndividu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang

:nenjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam

nergaulan hidup antar sesama manusia. (Muchsin. Ikhtisar ,2004: 14)

Ferlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pernerintah dengan tujuan untuk mencegah

sebelum terjadinya pelariggaran. Ha1 ini terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

rambu-rambu atau batasan*batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir bempa sanksi

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yafig diberikan apabila sudah

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

- Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana periindungan Hukum ada dua macam,

yaitu :

isnt j,!1f,4n ,, r,



Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan huk-- rffi

perlindungan huklim terhadap tindakan pemerintah berfumpu ,u t
dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap :; d
manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-i.:.*rq
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di:--r*M
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat c-- TM

Prinsip kedua yang mendasari petlindungan hukum te::j-rq
pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan i'::-rd
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. pengakuan dar :ud
terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan c-:'; t

dengan tujuan dari negara hukurn.

Ada tiga klasifikasi dari hukum dalam masyarakat yaitu :

1. Hukum sebagai pelayanan kekuasaan refresif
2. Huk-um sebagai instiarsi tersendiri yang mampu menjinaka: 's

melindungi integritas dirinya
3. Hulcrm sebagai fasilisator dari berbagai respon terhadap k=:-l

aspirasi sosial. (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003 : 12)

Dengan demikianpengertian perlindungan hukum adalah suatu perl l: :-jil

diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik *:u

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak te -*r
kata lain perlindungan hukutn sebagai suatu gambaran dari fungsi hukunl. ;l

dimana hukum dapat sremberikan suatu keadilan, ketertiban. kepastian, ke: :::

kedamaian.

Dalarn Negara kesatuan Repubiik Indonesia (NKRI), konsep :'i'r'

hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupkan k- --,t

hukum yang merupkan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah rechsta': ;
law. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandeme: :

Srminar Nesional: Pengelelaan Suuber Dara AIam Berbasis Patla Keurilat Ldiirl llas.ysrukat.4dat llau Eksistertsiqtt Da!*m ]jxkur



rum diber_" .:
sebelunr si:
Uann\-a a,: , ,fiy

san-eat be.,r
n bertindai
rh terdort-rn.
;arkan pa;:
oai perhl

nrenYeles " r

Urlum :{
ur_san hui-_:
berrumpu :.an

terhadap
a konsep-"
nanusta d,=:
s1'arakar ,' , -
.ukum ie::.J
n dengan
lakuan da:
ama dan :

menlrnak=--

erhadap L

03 : 1l I

suaru per,_

kum baii.

un tidak :

si hukun:

a-ctian. k-:.

konsep

erupkan i: -

h rechsta-

nandeme:

Call Of Paper ISBN : 978-623-90?05-r-9

' : -lra lndonesia berdasar atas hukum, (rechtsstaat),tidak berdasarkan kekrtasaan belaka

*::tSStaat)".

* Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat diistilahkan dengan beraagai istilah

;: rama. Hal ini disesuaikan dengan geografis dan kebiasaan adat setempat, tanah

-* ,:: mempuoyai batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitamya, seperti puncak bukit

. *.- sungai. Nama-nama tersebut antara lain : patuanan (ambon), panyampeto dan

. ::itsan (kalimantan), wev,engkon {lawa), prabumian dan payar (bali), totahuan

" -ng mongondow), torluk (angkola), limpo ( sulawesi selatan), nuru {butu), paer

-:ok), ul.ayat (minangkabau), dan masih banyak lagi rrama-nama untuk tanah ulayat

--, :3ut. (B Ter }{aar,1999: 63)

Namun perbedaan istilah itu bukanlah perbedaan makna mendasar yang

'-.::cedilksn tanah ulayat tersebut secara substansial. Karena dalam hukum adat,

.r-:isnya hukum tanah adat terdapat kesamaan yang merrpakan per\ilrujudan klonsepsi

.;- lsas-asas hukum yang sama. Walaupun sebutan dan lembaga-lembaga hukumnya

':::-r,3,CB karena perbedaan bahasa dan kebutuhan masyarakat hukum adat tersebut.

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan

* r:n-kawan dalam bukunya hukum tanah, jaminan UUPA bagi keberhasilan

" :*:ata-goaan tanah, menyatakan bahwa ;

"Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu

persekufuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemantaatan/

pendayagunaan tanah. Hak ulayat. ad.alah hak yang dimiliki oleh suatu petsekutuan

hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut

mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua

persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)". (G.Kertasapoetra, A.

Setiady.1985: 88)

Pengertian hak ulayat secara umum adalah hak persekutuan hukumlmasyarakat

-:.:^: untuk menggunakan dan mengolah tanah-tanah yang berada di sekeliling desa

::::ka, guna untuk memenuhi kepentingan persekutuan hukum ifu, atau untuk

,:ienringan orang yang berada diluar dari persekutuan hukum/masyarakat desa itu

-:1:8tr mengerjakan tanah itu dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada

-.-;1'arakat. (Simorangkir dkk, 1997 : 61)
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Secara khusus hak ulayat adaiah hak yang dimiliki masyarakat hrrl{
menggunakaa tanah beserta isinya di dalam lingkungan wilayah hukumtr{

I 992: I 56.) i
I

Sedangkan pengertian hak ulayat menurut Budi Hatsono adalah :-su 
{

masyarakat hukurn adat atas lingkungan tanah wilayahnya, yang mem:.* (
l

wewenang tedentu kepada penggasa adat untuk mengatur dan meminl; - E
tanah wilayah masyarakat hukum tersebut'(Boedi Harsono,. l99l:22)

Pengertian hak ulayat menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Negara r.116

Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoma: :r*6

Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, adalah :

"Ken enangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh mnslararr nf,

tertentu atas rx,'ilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup :;ru,'

untuk rnengambil manfaat dari sumber daya alam, temrasuk tanah. -:r nr

tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbu' :-;:

secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus an:::" ,u

hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik pengertian. ba:;. I

diakui, apablla dalam kenyataanya memang masih. Kriteria-kriteria unr*-, I
apakah hak ulayat tersebut dalam kenyataannya masih ada atau tidak, diar* ::'n

2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agranal Kepala BPN No.5 Tahur. 'ur

Pedoman Penyeiesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, val--,

a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh :-:n

adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hulo[n sl
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekuruan ::-','r

kehidupannya sehari-hari,

b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hic*: :

persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil kepe: ''
sehari-hari,dan

c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, pe: ';
penggunaan tanah ulayat -Yang berlaku dan ditaati o1e; :
persekutuan hukum tersebut.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban su: -

hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dala::

wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan peri-,.

penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan Srp*- '

Kewenangan dan keinajiban tersebut masuk dalam bidang hukurn perdat. ;
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lr;1iir jalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kerrajiban dalam bidang hukum

"lr-*r' :erhubungan dengan hak bersarna kepunyaan atas tanah tersebut.

Kervenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukumperdata dan ada

r:1r* :,asuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang

uuLrir: perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaanatas tanah tersebut.

r-;r.uofl dalam hukum publik. berupa tugas kewenangan unfukmengelola, mengatur

,titi:r :.mimpin peruntukan, pengUasaan, penggunaan, danpemeliharaannya ada pada

-::r,r : -{dat/ketua Adat.

Adapun Hak Ulayat berisi wewenang unfuk :

,.fengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemikiman, bercocok

..nam) persediaan (pembuatan pemukiman / persawahan baru) dan pemeliharaan

-nah.

),fengafur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah

memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).

\lenetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan

:ukum yang berkenaan dengan tanah fiual beli, warisan).

Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalarn lingkungan wilayah

* ,-.i'arakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun

-s belum. Pada umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak

:;.rrr ditenfukan secara pasti. Hak Ulayat menunjukan adanya hubungan hukum antata

- "iy'arakat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak.

1 Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineraldiproses dan

-:isahkan dari material pengikut yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses

-:.rik mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode

:<-srraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineraldari batuan terhadap mineral pengikut

,ng tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah

:dustri pefiambangan danmempunyai konkibusi yang cukup signifikan pada

:encemaran dan degradasi lingfrungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang

:enghasilkan sumber daya mineral dan mempakan sumber bahan baku bagi industri hilir

'.ang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia.

Pengertian Pertambangan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentzurg

Pertambangan Mineral dan Bafubara, Pasal I Ayat (1) Pertambangan adalah : "sebagian

unean hic::
mbil kep:- *;

iusan. pe::--
tuati o.leh :I@ti

r-i;ban sual,

tai daiam 
l

:r pendui-:ra

:- separ. ; lt
:erdata r,-
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atau seluruh tahapan hegiatan dalam rangka penelitian. pengelolaan d'1:

,nineral atau batub afa yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi. ::-a

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan I

kegiatan pascatambang". Pengertian tersebut dalam arli luas karena me

kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum

proses penambangan, dan sesudah proses penambangan'

Berdasarkan pengefiian pertambangan tersebut telah jelas bahrn'a b.-t

badan yang melakukan penarnbangan pada suatu wilayah wajib rnelak-rm

pasca tambang yaitu kegiatan pemulihan lingkungan'

Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pene].i:I;

atau baf[bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umui:

studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pen t' "*

penjualan, serta pasca tambang, dan Ayat (19) Penambangan adalah ba=-'lu:

usaha pertambangan untuk rnemproduksi mineral dan/atau batubara -ffi

ikutannya.

Pembagian usaha pedambangan dikelompokkan atas :

Pertambangan mineral; dan

P ertambangan batubara.

Perlambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

:

Pertamhangan mineral radio aktif;

Pertambangan mineral logam;

Pertambangan mineral bukan iogam; dan

Pertambangan batuan

a.

b

atas

a-

b.

c.

d.

Pernbagian tersebut berdasarkan pada Undang-Undang

Tentang Perlambangan Mineral dan Batubara. Sehubungan

komoditas tarnbang pada Pasal 2 huru(d) Perafuran Pemerintah

tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPerlambangan Mineral

menyebutkan bahwa:

Nomor 4

dengan p-::,

Nomor 23 l-:.
dan Batl: *".

Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, matlner, perlit, tanr:

tanah serap {fullirs eartlt), slate, granit, granodiorit, andesit, gabrc" :

basalt, trakhii, leusit, tanah liat, tanah urug, batu aPm$, opal, kalse::'1"

kristal kuarsa, jasper, krisoprase,kayu. terkersikan, gatnet, giok' agat. o: - -:*

batu gunung quarry besar, kerikil galiandari bukit, kerikil sungai, batu k' -

,,rngui oyuk iuopu pasir. pasir urug, pasirpasang, kerikil berpasir al;-

bahan timbunan pitit un (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (i, .-'
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garnping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam
atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yangberarti ditinjau dari segi
ekonomi pefiambangan.

Dalam usaha pertambangan ada beberapa tahap yang harus dilaluli terlebih

*:.Ju sebeium menuai hasil ekonomis dari kegiatan penambangan yaitu;

.. Penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau

:-tsika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk

nembuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan

_:alian pada umumnya.

r- saha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk

nenetapkan lebih telitilseksama adarrya sit-at letakan bahan galian.

L-saha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan

:ahan galian dan memanfaatkannya.
-- saha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu

::han galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat

:ada bahan galian.

- saha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil

r"ngolahan serta pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat

:engolahan/pemurnian.

Usaha penjualan aclalah segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan hasil

pengoiahanlpemurnian bahan galian.

Persoalan pertambangan juga tidak dapat dilepaskan darimasalahagraria, karena

,,:iatall pertambangan berada didalam tanahdan untuk melaksanakan kegiatan tersebut

' .-.b mendapat izinterlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.Usaha pertambangan

* .xsanakan dalam bentuk Izin UsahaPertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat

lRI, lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). maka apabila tzin ini didapat

:rseorang pengusaha atau pihak yang ingin melakukan usaha pertambangan, maka ini

-:rupakan hak-hak atas pertambangan. Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Bupati/

"'.likota apabila wilayah berada di dalam satu wilayahkabupatenlkotajikawilayah usaha

:.-ambangan berada pada lintas wilayah kabupatenl kota rnaka izin diberikan oleh

.1bemur, jika wilayah pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi maka izin

-.rerikanoleh Menteri setelah rnendapatkan rekomendasi darigubernur dan bupati/

; alikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin Usaha

::rrambangan dapat diberikankepada badan usaha, koperasi ataupun perseorangan. hal ini

l,:iant llykum .,:, ,nui 'nr:r- \asional : Pen.gelolaan Suuber Dcva Alat* Berbasis Padct dearifisn Lol;al ilds.vuyakat -4rlat Dan Eksistensi*t,a Dalaw llukxs Nasioaal
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sebagaimana yarig diatur di dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-IJnl

Tahua 2009 Teatang Pertambangaa Mineral dan Batu Bara- I

C. PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agrarial Kepala B3-:nrr

Nasionai Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masa-'-

Masyarakat Hukum Adat, masyarakat adat adalah sekelompok orang 1':i
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersarna suatu pefsekufuan : i

kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan

Pengakuan hukum terhadap rnasyarakathukurn adat di lndones-.

tahun 1960 yaitu semenjak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agra. . .

5 Tahun 1960. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak u.''u

sepanjang menurLrt kenyataan masih eksis serta sesuai dengan kepenting--

selaras <lengan perundang-undangan diatasnya. Konsep pengakuan dalarl ----

dengan konsep pengakuan dalarn uuD 1945 karena konsep pengakuar" :

adalah konsep pengakuan bersyarat. Sesuai dengan amanat konstitusi Neg-"

tanah dan air di permukaan bumi ini tidak lepas dari kebijaksanaandasar r -{
dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Unuq

Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)-

Tanah sebagai sumber daya dan modal dasar pembangunan ha:*'

secara cermat agar memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat secara 3:*\

mengundang makna bahrva konsepsi maupun azaz-azaznya di landasi - :l

hukum di masyarakat kita sendiri konsep sumber adat kita kon-,',:

memungkinkan ada penguasaan tanah perorangan sekaligus mens'-

ketrersamaan. Hal ini terlihat misalnya pada pasal 2, pasal4, pasal 6 dan pasi t

Persoalan hukum bagi masyarakat adat seringkali muncul ketika :**

melekat padanya tidak marnpu dilindungi oleh hukum negara.Hak-hak m'r

yang selama ini samar tercantum dalam berbagai peraturan-peraturan '' rr'{i

dalam kenyataannya hak mereka juga tidak diindahkan dalam pelaksanaar- :

yang ada selama ini. Mengangkat dan mengimplementasikan ket::'

masyarakat ini dari berbagai pandangan yang menginginkan hak-hak rn--

merupakan keharusan. Narnun untuk menjawabnya diperlukan :

mempertanyakan siapa yang disebut dengan masyarakat adat itu? Bukanl--

Seminar Nasioad : Pengelnlam &*zber Daya .4tun Bet'basis Patla Ke*ifen Lckai ?des"varakat Adat Dan {ksistwiftle Dafun Ihb q
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Ltiiriil{ -;{\if,rang ini sudah terlebur kedalam suatu bangsa. yaitu bangsa Indonesia, yang

llflinr :ari seluruh suku-suku yang ada. (Hazaiin,1985:. 69)

Pengakuan terhadap hak ulayat masih ada atau tidak, diatur melalui Pasal 2 ayat

-. ::raturan Menteri Negara Agraria,{l(epala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman

"'y:-^:.:saian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni :

a" terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum
adatnya sebagai warga bersama suafu persekutuan hukum tefientu, yang
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentlran persekutuan tersebut dalam
kehidupannya sehari-h ari,

b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga
persel*rtuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya
sehari-hari,dan

c. terdapat tatanan hukurn adat mengenai pengumsan, penguasaan dan
penggunaafl tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para wat€a
persekutuan hukum tersebut

Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah

' .:ah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang

",:: di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi

.:g mengelola sumber daya alan-r.

Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan
' -.am petadasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suahr tanda kartograti
-.r.apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam
- .ltar tanah.

Dengan demikian, efektivitas peraturan tentang pengakuan hak ulayat ter_qantung

:,da inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan penelitian sebagai dasar penentuan

r:eberadaan hak ulayat di daerah bersangkutan, dengan mengikutsertakan pihak-pihak

", ang berkepentingan, sehingga hasil yang diperoleh terjamin obyektivitasnya. Men,qingat

:aliwa kebijakan pertanahan tersebut bersifat pedoman, dan hak ulayat masing-ntasing

jaerah mempunyai sifat dan karakieristiknya yang khas, maka pelaksanaan kebrjakan hak

-liayat tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah masing-masing daerah,dengan

inempedimbangkan unsur-unsur lokal dan budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat

huk-um adat yang bersangkutan.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pefiambangan Mineral dan Batubara

pun, hak ulayat masyarakat hukum adat tidak mendapatkan tempat yang istimewa sepefii

pada UU Sumber Daya Air. Karena Mineral dan Batu Bara merupakan hak mutlak dari
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negarauntuk mernberikan izin kepada siapa saja yang irgin mengelola

bara. Pemerintah daerah yang berwenang rnemberikan izinhanya

pada tanah-tanah yang terdapat mineral dan batu bara (Pasal i45) dar:

untuk melakukan usaha pertambangan di dalam Wilayah Pertambangar

106).

Perusahaan yang melalrukan kegiatan pefiambangan memilikl

secara sosial maupun lingkungan di wilayah tempat usaha mereka,

tersebut dilakukan di wilayah masyarakat hukum adat. Tanggung jau'ab

antara lain diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahr::

perusahaan Terbatas yang menyebutkan :

L Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang

dengan sumber daya alam rvajib melaksanakan Tanggung

Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana d

merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya

mernperhatikan kepatutan dan kewaj aran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peratur-
undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial d.:
diatur dengan Peraturan Pemerintah. bahwa perusahaan

dibiclang pertambangan harus mengaiokasikan dana

pengelolaan limbah. Hal ini perlu diatur dan ditegaskan.

pengelolaan tambang yang dapat menimbulkan pencemaran

merugikan masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat

diwilayah pertambangan.

Perlu adanya pengawasan pemerintah, dalam melakukan pengawasa:-

tambang di w'ilayahnya, termasuk peranan pemerintah daerah agar

mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan menjamin keselatnata:

sekitarnya termasuk masyaLrakat adat.

Dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun

Pertambangan Mineral dan Batubara bahr.va Menteri melakukan

penyelengg ataafi pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksariakan o1e:

provinsi dan pemerintah kabupatenl kota sesuai dengan kewenangannr a

dalam ayat (2) bahwa Pembinaan meliputi :

1. pemberian pedouran clan standar pelaksailaan pengelolaan usaha

Z. pemberian bimbiiigan, supen'isi, dan konsultasi;

3. pendidikan darl Pelatihan; dan
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. :L=iencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan. dan evaluasi pelaksanaat]r

:any'elenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Selanjutnya dalarn Pasal 145 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

r:,::al dan Batubara dalam hal perlindungan hukum terhadap masyarakat yaitu

*.*" :rakat ,vang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangafl

I5:iA :

:emperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan

r.rtambangan sesuai dengan ketentuan perafuran pemndang-undangan.

. rengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan

:ertambangan yang menyalahi ketentuan.

\amun demikian dalam praktek pelaksanaannya, khususnya di bidang ekonomi

-":::rukan berbagai kebijakan dan hukurn yang secara sepihak pemerintah menetapkan

,.r :.*:-rsi dan pengelolaan sumberdaya aLam yang sebagian besar berada di dalam wilayah-

,- ,'t'ah adat.

Tf \_UTUP

Kesimpulan

Dalam Pasal 145 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

l,,:ubara dalam hal perlindungan hukum terhadap masyarakat yaitu rnasyarakat yang

:r{ir}a dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :

i. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan

pertambangan s esuai dengan ketentuan p eraturan perundan g-undan gan.

: mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan

pertambangan yang menyalahi ketentuan.

l- Saran-saran

a) Pemerintah seharusnya memberikan pengawasan lebih kepada pelaku usaha

pertambangan

b) Masyarakat sudah selayaknya turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi

pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
:
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